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ABSTRACT

This research aims to examine the effect of variables of internal control system,
tax knowledge, tax penalty, and service of tax officer on treasurer tax compliance. This
research was conducted in Mataram City Government. Population of this research is
treasurer who worked on the Mataram City Government. Purposive sampling used to
obtain sample. Respondents who use sampling is expenditure treasurer. Semula
direncanakan 74 people as respondent in this research. The data used in this research is
the primary data obtained from questionnaires deployment. Total number of
questionnaires distributed 74 copies, of these amount, the questionnaires back are 65
copies. Data analysis technique used is the Multiple Linear Regression Analysis.

The test results showed that simultaneous internal control system, tax knowledge,
tax penalty, and service of tax officer significant effects tax compliance treasurer. Partial
internal control system has significant effect on tax compliance treasurer but partial tax
knowledge, tax penalty, and service of tax officer has no effect on tax compliance
treasurer. Practical implications for the government of Mataram from the results of this
study is to provide an understanding of the factors affecting fakor treasurer in tax
compliance so that it could be the basis for decision-making to improve the quality of
compliance treasurer. The results of this study will hopefully inspire other researchers to
add variables as intervening and moderating variables to obtain a more robust empirical
results and expanding area of research..

Keywords: tax, treasurer, internal control system, tax knowledge, tax penalty, service
of tax officer and tax compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan
pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang
berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar — besarnya kemakmuran rakyat  ( Undang — Undang no.28 tahun 2007). Oleh
karena itu pemerintah berusaha mencari dana atau sumber — sumber lainnya dengan
menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat melalui salah satunya ialah dalam
bidang perpajakan.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan
bersama ( Waluyo dan llyas, 2003 : 4). Menurut Mardiasmo (2003:7) sistem pemungutan
pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga antara lain pertama oficial assestment system
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yakni suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kedua self assestment
system yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menyetorkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ketiga withholding
system yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Salah satu wajib pajak berdasarkan ketentuan undang-undang No 7 tahun 1983
yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud
dalam system witholding tersebut adalah bendaharawan pemerintah. Bendaharawan ini
melaksanakan kewajiban perpajakan karena badan dan instansi pemerintah tidak
termasuk ke dalam subjek pajak, sehingga segala hal yang berhubungan dengan
penenuhan kewajiban pajak yang terjadi pada badan dan instansi tersebut dilakukan oleh
bendaharawan.

Buku pedoman bagi bendaharawan telah diterbitkan dan seharusnya akan mudah
dipahami oleh bendahara pemerintah dalam melaksanakan tugasnya didalam pemungutan
dan pemotongan pajak dengan benar serta mengamankan penerimaan negara dan
menghindari sanksi yang dapat diberikan. Berdasarkan pemeriksaan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan tematik untuk mengetahui
tingkat kepatuhan pungutan pajak oleh bendaharawan kabupaten, provinsi, serta
kementerian dan lembaga. Berdasarkan sampel yang diambil ditemukan bahwa tingkat
kepatuhan bendaharawan sangat rendah. Temuan pemeriksaan BPK atas kepatuhan
kewajiban perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 kepada
11 kementerian, 9 pemerintah provinsi, dan 10 pemerintah kabupaten kota anatara lain
mencakup pengenaan pajak, penyetoran pajak, indikasi setoran pajak fiktif,
keterlambatan pelimpahan pajak oleh bank persepsi, dan pelaporan pajak. Permasalahan
ditemukan dalam pemungutan pajak. Pertama, kekeliruan pengenaan pajak
mengakibatkan lebih potong Rp54,81 miliar dan kurang potong Rp368,70 miliar. Kedua,
ada hasil pungut pajak yang terindikasi pajak fiktif, dan terlambat disetorkan oleh bank
persepsi senilai Rp859,64 miliar dan sanksi Rpl13,69 miliar. Ketiga terlambat
menyampaikan SPT dengan potensi sanksi Rp3,1 miliar. BPK berharap agar pemerintah
baik pusat dan daerah melakukan langkah-langkah perbaikan penatausahaan kewajiban
perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan perpajakan dan meminta
inspektorat jenderal kementerian untuk membina dan meningkatkan pengawasan
kepatuhan perpajakan pada bendahara pengeluaran (www.bpk.go.id).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara
Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram untuk tahun anggaran 2010 pada
neraca keuangan pada bagian kewajiban utang pihak ketiga terdapat sejumlah
Rp.177.361.128,50. Angka tersebut merupakan utang pada sejumlah SKPD berupa pajak
yang belum disetor ke negara. Pajak yang belum disetor dikarenakan beberapa hal yaitu
PPh belum dipungut, pajak yang tidak ada bukti setor, (PPN, PPh 22 dan PPh 23) belum
setor, kekurangan potongan pajak dan terdapat objek pajak yang belum dipungut.
Pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun
anggaran 2010 telah melakukan kesalahan penghitungan pajak penghasilan dikarenakan
pengenaan tarif tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkan suatu kajian tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendaharawan. Penelitian ini merupakan
pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Ismon (2011) tentang pengaruh
pengetahuan, pengalaman, komitmen organisasi dan kompensasi terhadap kepatuhan
pajak bendaharawan. Peneliti menambahkan variabel sistem pengendalian intern, sanksi
pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Penelitian terhadap
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objek wajib pajak yakni bendaharawan pemerintah belum banyak peneliti temukan pada
penelitian terdahulu, kebanyakan penelitian kepatuhan wajib pajak dilakukan pada wajib
pajak perorangan sehingga hal tersebut yang membedakan dengan penelitian
sebelumnya..

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Berdasarkan telaah teoritis hasil penelitian terdahulu serta kerangka konseptual
tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan maka
dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :
H1 : Sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus
berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan
H2 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan
H3 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan
H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan
H5 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bendaharawan

PROSEDUR PENGAMBILAN DAN PENGUMPULAN DATA

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli yakni bendahara pengeluaran yang bekerja di badan/dinas/biro/kantor
Pemerintah Kota Mataram. Pengumpulan data menggunakan metode survey dengan
kuisioner berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawab. Kuisioner yang disebarkan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis
kepada responden mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, pengetahuan, sanksi
pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Masing-masing
variabel disiapkan kuisioner dengan jumlah pertanyaan yang berbeda satu dengan yang
lain.

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bendahara dan pembantu bendahara
di tiap-tiap SKPD Kota Mataram. Tehnik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling yakni pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut
Sugiyono (2011:219) pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap
paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Sampel yang digunakan adalah bendahara pengeluaran, karena bendahara
pengeluaran merupakan staf yang mengetahui tentang pengelolaan pajak pemerintahan.
Setiap SKPD pemerintah Kota Mataram rata-rata mempunyai 2 orang bendahara yakni
bendahara utama dan pembantu bendahara sehingga jumlah sampel dipilih 2 responden
yang terdiri dari bendahara utama dan bendahara pembantu. Jumlah SKPD pemerintah
Kota Mataram sebanyak 37 dan setiap SKPD dipilih 2 responden sehingga total
responden sebanyak 74 (37 X 2).

HASIL UJI KUALITAS DATA
Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas untuk variabel kepatuhan pajak ,sistem pengendalian intern,
pengetahuan pajak, sanksi pajak hasilnya menunjukkan bahwa masing-masing instrumen
variabel memiliki nilai koefisien korelasi (riwng ) > 0,30 sehingga dapat dinyatakan
instrument variabel adalah valid kecuali pada variabel. pelayanan fiskus ada satu
pertanyaan yang tidak valid sehingga harus dikeluarkan dalam penghitungan regresi.
Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dijelaskan dalam tabel
sebagai berikut :
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Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

. Cronbach Batas
Variabel Independen Alpha Reliabilitas Keterangan
Sistem Pengendalian Intern (X1) 0,794 0,70 Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2) 0,920 0,70 Reliabel
Sanksi Pajak (X3) 0,849 0,70 Reliabel
Pelayanan Fiskus (X4) 0,735 0,70 Reliabel
Kepatuhan Pajak () 0,770 0,70 Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2012
Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas masing-
masing variabel menunjukkan nilai cronbach alfa > 0.70, sehingga dapat dinyatakan
semua instrumen tersebut adalah reliabel.

HASIL UJI ASUMSI KLASIK
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,311 ( lebih besar
dari 0,05 ) dan ini berarti data variabel residual terdistribusi normal.
Hasil Uji Heteroskedasitas

Hasil uji Glejser mengindikasikan bahwa nilai signifikan semua variabel
independen lebih besar atau diatas 0,05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model
regresi penelitian tersebut tidak mengandung heteroskedasitas.
Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas untuk semua variabel independen menunjukkan
tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) lebih kecil dari
10. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen-nya.

PENGHITUNGAN MODEL REGRESI LINIER BERGANDA

Hasil uji kualitas data dan uji asumsi klasik menunjukkan data variabel
independen dan variabel dependen yang diajukan dalam model ini dapat diteruskan untuk
dipakai menghitung dan menguji model regresi berganda yang diajukan diatas. Variabel
independen terdiri atas sistem pengendalian intern (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi
pajak (X3), pelayanan fiskus (X4) dan variabel dependen adalah kepatuhan pajak
bendaharawan (Y). Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi sampel
sebagai berikut :
Y =1,243 + 0,639X1 + 0,162X2 - 0,101X3 - 0,030X4 + e

Berdasarkan persamaan regresi tersebut nilai konstanta sampel sebesar 1,243
berarti secara rata-rata variabel kepatuhan pajak bendaharawan memiliki nilai sebesar
konstanta meskipun semua variabel independen sama dengan nol, sekalipun pada tataran
kenyataan dilapangan konstanta tersebut tidak memilik makna. Nilai besaran koefisien

regresi sampel 61 sebesar 0,639 memiliki makna bahwa terjadi hubungan positif antara
sistem pengendalian intern dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin bagus tingkat
kepatuhan pajak bendaharawan. Nilai besaran koefisien regresi sampel 62 sebesar 0,162
memiliki makna bahwa terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan
kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat
pengetahuan pajak maka akan semakin baik tingkat kepatuhan pajak bendaharawan. Nilai
besaran koefisien regresi sampel £3 sebesar -0,111 memiliki makna bahwa terjadi
hubungan negatif antara sanksi pajak dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini
menunjukkan bahwa ketika respon bendaharawan terhadap sanksi pajak mengalami
peningkatan, tingkat kepatuhan pajak bendaharawan mengalami penurunan. Nilai
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besaran koefisien regresi sampel b4 sebesar -0,030 memiliki makna bahwa terjadi

hubungan negatif antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan pajak bendaharawan. Hal ini
menunjukkan bahwa ketika pelayanan fiskus semakin baik, tingkat kepatuhan pajak
bendaharawan mengalami penurunan.

Berkaitan dengan harapan awal teoritis ( the a priori theoretical expextations )
tentang tanda positif pada parameter fungsi, temuan persamaan regresi diatas berbeda
dan menunjukkan adanya tanda negatif pada koefisien regresi X3 dan X4. Hal ini
menyalahi kajian teoritis yang lazim dan merupakan temuan yang aneh dan boleh jadi
disebabkan oleh pengukuran variabel yang terlibat mengandalkan cara subyektif dan
tidak akurat padahal secara teoritis vaeriabel-variabel tersebut adalah masing-masing
suatu fakta yang tidak terpengaruh oleh tempat, ruang dan orang. Dalam keadaan dan
lingkup temuan yang aneh demikian seluruh ulasan selanjutnya seharusnya dipahami.

Untuk mengetahui apakah pengaruh secara sampel tersebut berlaku pula secara
populasi, berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi berganda secara simultan dan
secara parsial atas hipotesis mengenai parameter populasi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji secara populasi pengaruh sistem pengendalian intern,
pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan. Hasil pengujian hipotesis disimpulkan di bawah ini.

Hasil Pengujian Simultan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, pengetahuan
pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan. Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test diperoleh
nilai probabilitas 0,000. Nilai probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hasil
probabilitas tersebut didukung juga oleh hasil Fhiwung > Frapel Yakni F hiwung Sebesar 15,223
dan Fgpe Sebesar 2,76, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian
intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil temuan dalam penelitian ini
telah mendukung sekalipun kesimpulan tersebut sesuai dengan hipotesis satu.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan bendaharawan
pemerintah diperlukan sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan
pelayanan fiskus secara simultan ditingkatkan menjadi lebih baik.

Hasil Pengujian Parsial

Secara parsial tiap variabel independen memberikan hasil seperti tertera pada

tabel berikut :

Tabel. 2
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Kode Hipotesis Alternatif Keputusan

H1 | Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap diterima
kepatuhan pajak bendaharawan

H2 | Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan ditolak
pajak bendaharawan

H3 | Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ditolak
bendaharawan

H4 | Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan ditolak
pajak bendaharawan

Sumber : data primer diolah, 2012
Pengaruh parsial tiap variabel independen tersebut dapat diulas berikut ini :
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a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Pajak
Bendaharawan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak bendaharawan. Hasil pengujian hipotesis melalui regresi
berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan regresi variabel sistem pengendalian intern
(X1) adalah 0,000 dan nilai t hiwng 5,626. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada
tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000, hasil uji tersebut menyimpulkan
secara parsial sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan sehingga hipotesis kedua ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa
dengan adanya sistem pengendalian intern yang bagus seperti otorisasi, pemisahan tugas,
program pendidikan dan pelatihan, pengolahan data akan memberikan kemudahan bagi
bendaharawan dalam melaksanakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Meskipun dalam penelitian ini kepatuhan pajak difokuskan kepada
bendaharawan sebagai penyetor dan pelapor perpajakan namun dalam ketentuan umum
perpajakan yakni buku panduan bagi bendahara pemerintah (2009) menyatakan bahwa
bendahara pemerintah yang mengelola APBN/APBD diwajibkan untuk mendapatkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dalam hal ini bendahara juga selaku wajib
pajak dan dalam tugas keseharian tidak terlepas dari sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintah.

b. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien pengetahuan pajak menunjukkan
bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X2) adalah 0,162 dan nilai
thiung 1,834. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
dengan p value sebesar 0,072. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi
variabel pengetahuan pajak (X2) tidak signifikan dan memberikan kesimpulan bahwa
secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan sehingga hipotesis ketiga ini ditolak.

Hipotesis ketiga penelitian ini tidak berhasil dibuktikan meskipun berdasarkan
diskripsi data bahwa rata-rata pengetahuan pajak bendaharawan sudah sangat bagus. Hal
ini diduga karena informasi tentang peraturan pajak sering mengalami perubahan
sementara informasi tentang perubahan aturan perpajakan tersebut ada sebagian
bendaharawan SKPD dapat mengakses dan menerima informasi tersebut sementara
bendaharawan yang lain belum mengakses atau menerima informasi tersebut.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien sanksi pajak menunjukkan bahwa
nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) adalah -0,111 dan nilai thitng -1,692.
Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value
sebesar 0,096. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak
(X3) tidak signifikan sehingga menunjukkan secara parsial sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan dan berdasarkan hasil tersebut
hipotesis keempat ini ditolak.

Secara faktual hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemberian sanksi
pajak tidak menjadikan kepatuhan pajak bendahrawan menjadi baik. Hal tersebut
kemungkinan disebabkan faktor pengawasan dari pimpinan yang lemah terhadap
penyetoran maupun pelaporan sehingga sanksi pajak tidak dijadikan sesuatu yang
berdampak pada bendaharawan sendiri.
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d. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak bendaharawan. Pengujian koefisien pelayanan fiskus menunjukkan
bahwa nilai koefisien regresi variabel pelayanan fiskus (X4) adalah -0,030 dan nilai
thiung -0,363. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05
dengan p value sebesar 0,718. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi
variabel pelayanan fiskus (X4) tidak signifikan dan memberikan kesimpulan bahwa
secara parsial pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan sehingga hipotesis kelima ini ditolak.

Secara faktual kondisi ini memberikan gambaran bahwa sikap wajib pajak
terhadap penilaian pelayanan fiskus berbeda satu sama lain tergantug pada kondisi,
waktu dan orang. Begitu juga dengan bendaharawan, bisa jadi bendaharawan SKPD yang
satu mendapat pelayanan yang baik dari fiskus sementara bendaharawan SKPD yang lain
tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari fiskus.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern,
pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus
secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan Pemerintah
Kota Mataram. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepatuhan
bendaharawan pemerintah maka sistem pengendalian intern, pengetahuan pajak,
sanksi pajak, dan pelayanan fiskus sangat perlu ditingkatkan untuk menjadi lebih
baik.

2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan
sehingga semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik tingkat
kepatuhan pajak bendaharawan.

3. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan.
Kondisi ini disebabkan bukan karena pengetahuan tentang pajak tidak ada namun
informasi tentang aturan perpajakan sering mengalami perubahan sementara
informasi tentang perubahan tersebut sering terlambat diketahui .

4. Sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
bendaharawan. Hasil penelitian kedua variabel tersebut menunjukkan koefisien
regresi tanda minus, suatu hal yang berbeda dengan harapan awal tentang tanda
positif pada parameter fungsi. Kedua, akibat lanjut dari hal yang pertama, nilai
koefisien regresi parsial tidak signifikan. Dua hal ini boleh jadi disebabkan oleh
pengukuran variabel dilakukan secara subyektif sesuai dengan perasaan dan sikap
masing-masing responden yang berbeda menurut waktu, tempat dan orang,
sementara variabel yang terlibat sesungguhnya merupakan sebuah kenyataan yang
akurat dan obyektif. Selanjutnya kemungkinan responden menjawab tanpa syarat-
syarat pengetahuan dan kondisi objektif yang sama.
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